
 
 

 
WALIKOTA DENPASAR 

 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

 
NOMOR 55 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA DENPASAR, 
 

Menimbang :  a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur 

Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

                      b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja; 

 
Mengingat  :  1. Pasal 18 Ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor  3465 ); 

 

 



  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5496); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun  2020 Nomor 245, Tambahan   

Lembaran   Negara Republik   Indonesia   

Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



  
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546). 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Nomor 3). 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Kota Denpasar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Denpasar. 

3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kota Denpasar. 

5. Dinas Daerah adalah Dinas dilingkungan 

Pemerintah Daerah. 



  
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya 

disebut Satpol PP adalah sebutan Dinas Daerah 

yang menyelenggarakan Sub Urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang 

selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

9. Sekretaris Dinas dan Satuan Polisi Pamong 

Praja adalah nama jabatan pimpinan 

Sekretariat dilingkungan Dinas Daerah dan 

Satpol PP yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan 

Kasat Pol PP. 

10. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan 

Bidang dilingkungan Dinas Daerah dan Satpol 

PP yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas dan Kasat Pol PP 

melalui Sekretaris. 

11. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan 

pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat 

dilingkungan Dinas Daerah dan Satpol PP yang 

berada dibawah  dan  bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. 

12. Kepala Seksi adalah nama jabatan Pimpinan 

Seksi pada Bidang dilingkungan Dinas Daerah 

dan Satpol PP yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Organisasi yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 

pada Dinas Daerah. 

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang 

selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah nama 

jabatan pimpinan UPTD yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris. 

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah 

nama jabatan pimpinan Sub Bagian Tata 

Usaha pada UPTD yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 



  
16. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dalam 

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  

SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 2 

 

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana 

Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 
 

Dinas Daerah dan Satpol PP mempunyai tugas 

pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah.  

 
Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal   4 
 

Dinas Daerah dan Satpol PP dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

menyelenggarakan fungsi meliputi: 

a. perumusan  kebijakan  sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 



  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah dan 

Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Keempat 

Susunan Organisasi 
Pasal  5 

(1)  Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Satpol PP 
sebagai berikut : 

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
terdiri atas: 
1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 
b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri 
atas: 

a) Seksi Kelembagaan dan Sarana 
Prasarana; 

b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional.  
5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri 

atas: 

a) Seksi Kelembagaan dan Sarana 
Prasarana; 

b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional.  
6. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama terdiri atas: 

a) Seksi Kelembagaan dan Sarana 
Prasarana; 

b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional.  
7. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri 

atas: 

a) Seksi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Nonformal; 
b) Seksi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Sekolah Menengah 
Pertama; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional.  

 
 



  
8. Bidang Pemuda dan Olahraga; 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
10. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

b. Dinas Kesehatan terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Keuangan; 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Kesehatan Masyarakat; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit; 

Kelompok Jabatan Fungsional.  

6. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah;  

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Keuangan; 

b) Sub Bagian Umum dan Informasi 

Publik; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Bina Marga; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Sumber Daya Air; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Air Minum dan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina 

Program; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Bidang Penataan Ruang; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

9. Bidang Penataan Bangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 



  
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

11. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Perumahan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Kawasan Permukiman; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pertanahan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Pertamanan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Keuangan;  

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;  

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

f. Dinas Perhubungan terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

 



  
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

dan 

c) Sub Bagian Keuangan. 

4. Bidang Prasarana Transportasi terdiri 

atas: 

a) Seksi Pembangunan Prasarana; 

b) Seksi Pengembangan Teknologi 

Prasarana Transformasi; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Lalu Lintas terdiri atas: 

a) Seksi Manajemen Lalu Lintas; 

b) Seksi Penerangan Jalan Umum; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Angkutan terdiri atas: 

a) Seksi Angkutan Orang; 

b) Seksi Angkutan Multimoda; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Pengendalian dan Operasional 

terdiri atas: 

a) Seksi Penegakan Hukum; 

b) Seksi Patroli dan Inspeksi 

Keselamatan; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Pengelolaan Informasi Publik 

terdiri atas: 

a) Seksi Informasi Publik dan Statistik; 

dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Persandian; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 



  
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Dinas Sosial terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pemberdayaan Sosial; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Rehabilitasi Sosial; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin; 

  Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

i. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi 

terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; dan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

4. Bidang Pembinaan dan Pelatihan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Hubungan Industrial; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

j. Dinas Pertanian terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 



  
5. Bidang Prasarana, Sarana dan 

Penyuluhan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

k. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri 

atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi 

Pangan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

l. Dinas Kebudayaan terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Kesenian; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Cagar Budaya; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Kebudayaan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Dokumentasi, Perfilman dan 

Permuseuman; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 



  
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

m. Dinas Pariwisata terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri 

atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Keuangan; 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

dan 

c) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan 

Sandang;  

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Industri Logam Mesin Elektronika 

Telematika dan Agro; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Perdagangan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 



  
o. Dinas  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Keuangan;  

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Bina Lembaga Koperasi; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Bina Usaha Koperasi; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pengawasan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Keuangan; 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Tata Lingkungan; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 

B3; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 



  
q. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan 

dan Keuangan; dan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

4. Bidang Pemerintahan Desa; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan 

Ekonomi Desa; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

r. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Bina Program; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan 

Pengawasan Sistem Kearsipan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan 

Pelestarian Arsip; 

 Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Layanan dan Pembinaan 

Perpustakaan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Bidang Deposit dan Pengembangan 

Perpustakaan; 

  Kelompok Jabatan Fungsional. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

10. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 



  
s. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan 

Kualitas Keluarga, Data dan Informasi; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan 

Perlindungan Khusus Anak; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga; 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

10. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

t. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Koordinator Jabatan Fungsional dan 

Kelompok Jabatan fungsional Penanaman 

Modal; 

5. Koordinator Jabatan Fungsional dan 

Kelompok Jabatan fungsional Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

6. Tim Teknis; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

 

u. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja terdiri atas: 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 

2. Sekretaris; 

 



  
3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Program; 

b) Sub Bagian Keuangan; dan 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

terdiri atas: 

a) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan 

Pengawasan; 

b) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan 

Penindakan; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat terdiri atas: 

a) Seksi Operasional dan Pengendalian; 

b) Seksi Penertiban; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas: 

a) Seksi Pelatihan Dasar; 

b) Seksi Teknis Fungsional; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 
7. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri 

atas: 

a) Seksi Satuan Perlindungan 

Masyarakat; 

b) Seksi Pengerahan dan Pengendalian 

Perlindungan Masyarakat; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

v. Susunan Organisasi Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; dan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

4. Bidang Pencegahan terdiri atas: 

a) Seksi Pencegahan dan Inspeksi; 

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Dunia Usaha; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan 

terdiri atas: 

 

 



  
a) Seksi Pemadaman dan Investigasi; 

b) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas: 

a) Seksi Pengadaan Sarana dan 

Prasarana; 

b) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan 

Sarana dan Prasarana; dan 

c)    Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

BAB  III 
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN  

PEMBERHENTIAN 
Pasal   6 

 
(1) Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP merupakan 

Jabatan Eselon  II.b atau Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon  III.a 

atau Jabatan Administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b 

atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala 

UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon  IV.a 

atau Jabatan Pengawas. 

(5) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha pada UPTD Kelas A merupakan 

Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas. 

 

Pasal 7 

 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang 

diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD 

dan Kepala Sub Bagian pada UPTD dapat 

diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris 

Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh 

Walikota. 

 
 

 
 

 
 
 



  
BAB  IV 

JABATAN FUNGSIONAL 
Pasal   8 

 
Dilingkungan Dinas Daerah dan Satpol PP 

ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

BAB  V 

TATA KERJA 

Pasal   9 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala 

Perangkat Daerah dan kelompok tenaga 

fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungannya maupun antar Perangkat 

Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta 

dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib 

mengawasi bawahannya dan apabila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung 

jawab memimpin dan mengkoordinasikan 

bawahannya dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap Kepala Unit Perangkat Daerah wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan dan 

menyiapkan laporan berkala tepat pada 

waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala 

Perangkat Daerah dari bawahannya wajib 

diolah dan digunakan sebagai bahan 

menyusun laporan lebih lanjut dan 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan setiap Kepala Perangkat Daerah wajib 

mengadakan rapat berkala. 

 
 

 
 

 



  
BAB  VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal  10 

Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah dan Satpol PP 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 

BAB  VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal  11 

 

Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Satpol PP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum 

dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

BAB  VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

 
Sebelum Pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang ada 

sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

 

BAB  IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku 

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan   Walikota 

Nomor  44 Tahun 2016  tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi   serta   Tata   

Kerja   Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.  

 

 

 

 

 



  
Pasal  14 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan  

penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Denpasar. 

 

 
Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 20 September 2021 
 

WALIKOTA DENPASAR, 
 

 

 
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

 
 

 
Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 20 September 2021 

 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 

 
 

 
 

I MADE TOYA 

 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 55 

 



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN I

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI DAN 

PENDIDIKAN NONFORMAL

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS

SEKSI PESERTA DIDIK DAN 

PEMBANGUNAN KARAKTER

SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA 

PRASARANA

BIDANG PEMBINAAN 

KETENAGAAN

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA

SEKSI KELEMBAGAAN DAN 

PRASARANA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI PESERTA DIDIK DAN 

PEMBANGUNAN KARAKTER

SEKSI KELEMBAGAAN DAN 

SARANA PRASARANA

SEKSI PESERTA DIDIK DAN 

PEMBANGUNAN KARAKTER

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI DAN 

PENDIDIKAN NONFORMAL

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH 

DASAR

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN
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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG KESEHATAN 

MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG BINA PELAYANAN 

KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA 

KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

UPTD
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WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN III

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG BINA MARGA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG JASA KONSTRUKSI 

DAN BINA PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

KEPALA DINAS

BIDANG PENATAAN RUANG

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENATAAN BANGUNAN 

DAN PENGEMBANGAN 

KAWASAN PERMUKIMAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

INFORMASI PUBLIK
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL BIDANG PERUMAHAN
BIDANG KAWASAN 

PERMUKIMAN
BIDANG PERTANAHAN BIDANG PERTAMANAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL



LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

UPTD

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

BIDANG PELAYANAN  PENCATATAN 

SIPIL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PEMANFAATAN 

DATA DAN INOVASI 

PELAYANAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

DAN EVALUASI

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN 

UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PRASARANA 

TRANSPORTASI

SEKSI PEMBANGUNAN 

PRASARANA

SEKSI PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI PRASARANA 

TRANSFORMASI

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG LALU LINTAS

SEKSI MANAJEMEN LALU 

LINTAS

SEKSI PENERANGAN JALAN 

UMUM

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG

SEKSI ANGKUTAN 

MULTIMODA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGENDALIAN DAN 

OPERASIONAL

SEKSI PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PATROLI DAN INSPEKSI 

KESELAMATAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
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WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PERSANDIAN

BIDANG TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGELOLAAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGELOLAAN 

INFORMASI PUBLIK

SEKSI INFORMASI 

PUBLIK DAN STATISTIK

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
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WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VIII

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENANGANAN FAKIR 

MISKIN
BIDANG REHABILITASI SOSIALBIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN SOSIAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
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WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN IX

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN

BIDANG HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

BIDANG PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN DAN 

PELATIHAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD



LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN

BIDANG BINA USAHA DAN 

PENGOLAHAN

BIDANG PRASARANA, SARANA 

DAN PENYULUHAN

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN 

HORTIKULTURA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PETERNAKAN & 

KESEHATAN HEWAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN 

NELAYAN KECIL

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN 

PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN 

PANGAN

BIDANG KETERSEDIAAN DAN 

DISTRIBUSI PANGAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL BIDANG KESENIAN BIDANG CAGAR BUDAYA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG KEBUDAYAAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG DOKUMENTASI, 

PERFILMAN DAN 

PERMUSEUMAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN  XIII

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN

UPTD

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGEMBANGAN 

DESTINASI PARIWISATA

BIDANG 

PENGEMBANGAN 

INDUSTRI PARIWISATA

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGEMBANGAN 

PEMASARAN PARIWISATA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN  XIV

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN KEUANGAN

UPTD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

BIDANG INDUSTRI LOGAM 

MESIN ELEKTRONIKA 

TELEMATIKA DAN AGRO

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PERDAGANGAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG METROLOGI DAN 

TERTIB NIAGA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG INDUSTRI KERAJINAN 

ANEKA DAN SANDANG



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN  XV

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL BIDANG BINA USAHA 

KOPERASI

BIDANG BINA LEMBAGA 

KOPERASI

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGAWASAN
BIDANG USAHA MIKRO 

KECIL DAN MENENGAH

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN  XVI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
BIDANG PENGELOLAAN 

SAMPAH DAN LIMBAH 

B3

BIDANG TATA LINGKUNGAN 

BIDANG PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENATAAN DAN 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN  XVII

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
BIDANG PEMERINTAHAN 

DESA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, 

PELAPORAN DAN KEUANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG KESWADAYAAN DAN 

PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DESA

BIDANG PEMBANGUNAN DAN 

PEMBERDAYAAN EKONOMI 

DESA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH 

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN  XVIII

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
BIDANG PENGELOLAAN, 

PENYELAMATAN, DAN 

PELESTARIAN ARSIP

BIDANG BINA PROGRAM

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

UPTD

BIDANG LAYANAN DAN 

PEMBINAAN  

PERPUSTAKAAN 

BIDANG DEPOSIT DAN 

PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN, 

PENGEMBANGAN DAN 

PENGAWASAN SISTEM 

KEARSIPAN 



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

UPTD

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 

DAN KUALITAS KELUARGA, DATA DAN 

INFORMASI

BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

BIDANG PERLINDUNGAN HAK 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGENDALIAN 

PENDUDUK, PENYULUHAN DAN 

PERGERAKAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG KELUARGA 

BERENCANA, KETAHANAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

LAMPIRAN XIX

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS

UPTD

LAMPIRAN  XX

KOORDINATOR JABATAN 

FUNGSIONAL DAN KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN 

MODAL

KOORDINATOR JABATAN 

FUNGSIONAL DAN KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

SEKSI PEMBINAAN 

PENYULUHAN DAN 

PENGAWASAN 

SEKSI PENYELIDIKAN 

PENYIDIKAN DAN 

PENINDAKAN

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI SATUAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

SEKSI PENGERAHAN DAN 

PENGENDALIAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI TEKNIS 

FUNGSIONAL

SEKSI PELATIHAN 

DASAR

SEKSI OPERASIONAL 

DAN PENGENDALIAN

SEKSI PENERTIBAN

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGANSUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

BIDANG SUMBER DAYA 

APARATUR

BIDANG KETERTIBAN 

UMUM DAN 

KETENTRAMAN 

MASYARAKAT

BIDANG PENEGAKAN 

PERATURAN DAERAH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

LAMPIRAN  XXI

UPTD



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

UPTD

LAMPIRAN  XXII

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PENGADAAN SARANA DAN 

PRASARANA

SEKSI PEMELIHARAAN DAN 

PERAWATAN SARANA DAN 

PRASARANA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PEMADAMAN DAN 

PENYELAMATAN

SEKSI PEMADAMAN DAN 

INVESTIGASI

SEKSI PENYELAMATAN DAN 

EVAKUASI

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BIDANG PENCEGAHAN

SEKSI PENCEGAHAN DAN 

INSPEKSI

SEKSI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DUNIA 

USAHA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL


